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Setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan, yang dihitung
berdasarkan tarif final yang telah ditentukan dikalikan nilai transaksi sebagai dasar pengenaan pajaknya.
Dengan demikian tanpa melihat apakah nilai pengalihan (jual) yang terjadi lebih tinggi atau lebih rendah
daripadanilai perolehan (bali), tetap dikenakan pajak dengan tarif final yang telah ditetapkan, artinya
yterhadap transaksi yang merugi (tidak mendapat tambahan kemampuan ekonomis), tetap harus terkena
Pajak Penghasilan (PPh). Undang-undang Pajak Penghasilan. mengatur 'bahwa pajak dikenakan terhadap
setiap tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan), akan tetapi undang-undang itu sendiri mengatur pula
bahwa terhadap penghasilan tertentu, yang antara lain adalah penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas
tanah dan atau bangunan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Memenuhi ketentuan itu, pemerintah
mengatur pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan
Peraturan Pemerintah, yang berlaku saat ini dengan penerapan tarif final yang dihitung berdasarkan nilai
transaksi (tidak dengan nilai tambahan kemampuan ekonomis/keuntungan/penghasilan) dari Wajib Pagjak
yang melakukan transaksi pengalihan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari setiap transaksi pasti
akan terkena pgjak tanpa harus melihat apakah atas transaksi tersebut diperoleh keuntungan atau diderita
kerugian. Asas kepastian hukum sebagai salah satu asas dalam pemungutan pajak yang harus diperhatikan,
tidak terpenuhi oleh karena Peraturan Pemerintah yang mengatur hal ini jelas bertentangan dengan isi dari
undang-undangnya sendiri, bahkan ketentuan undang-undang ternyata tidak memberi kepastian untuk
diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak secara nyata. Selanjutnya jikatidak terjamin terlaksananya
asas kepastian hukum, seyogianya terjamin terlaksananya asas keadilan yang tidak kalah pentingnya sebagai
salah satu asas dalam pemungutan pajak oleh negara. Pajak memang perlu bagi negara, akan tetapi sebagai
negara hukum, konsekuensinya adalah rakyat harus mendapatkan jaminan untuk memperoleh kepastian
hukum serta keadilan.

K etidakadilan dalam pel aksanaan pemungutan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak-hak atas tanah
dan atau bangunan itu dengan jelas dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut : (1) dasar pengenaan pajak
yang menurut undang-undang seharusnya adalah tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan neto
tidak diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak-hak atas tanah
dan atau bangunan, (2) ukuran yang harus dipakai untuk ?ability-to-pay? adalah seluruh jumlah penghasilan
neto (?the global amount of ability-to-pay?) jugatidak diterapkan dalam pengenaan pajak atas penghasilan
dari pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan, (3) bagi semuawajib Pajak, biaya yang dikeluarkan
Wajib Pajak untuk merealisasikan penghasilan yang dikenakan pajak, seharusnya diperkenankan untuk
dikurangkan dalam menghitung penghasilan yang dikenakan -pajak, ternyata dalam kenyataannya 2tidak
diperkenankan, (4) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mendapat penghasilan dari penjualan hak-hak atas
tanah dan atau bangunan seharusnya menurut undang-undang diberikan pengurangan sejumlah penghasilan
yang tidal ( dikenakan pajak (PTKP), namun dalam sistem yang sekarang diterapkan, tidak diberikan
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pengurangan semacam itu, (5) menurut Undang-undang Pajak Penghasilan semua Wajib Pgjak apapun jenis
penghasilan yang diterima, apabilajumlah penghasilannya sama, seharusnya dikenakan pagjak dengan tarif
pajak yang sama, namun tidak diterapkan atas penghasilan dari transaksi hak-hak atas tanah dan atau
bangunan, (6) Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur suatu struktur tarif pajak progresif,
sehingga bagi Wajib Pajak yang berpenghasilan lebih tinggi dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi,
sehinggaterjadi redistribusi penghasilan untuk menciptakan pembagian penghasilan yang lebih adil, (7)
besarnya tarif seharusnya digantungkan kepada jumlah total penghasilan neto yang diterima, sedang dalam
sistem yang berlaku sekarang, besarnyatarif tetap saja, sehinggajugatidak ada keadilan vertikal.



